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Perjanjian Hibah merupakan perjanjian sepihak (unilateral agreement) yang artinya kewajiban hanya
dimiliki oleh satu pihak sgja yaitu Pemberi Hibah, sedangkan Penerima Hibah hanya memiliki hak, misalnya
untuk menerima objek dalam penghibahan. Objek dalam penghibahan harus berupa benda, baik bergerak
maupun tidak bergerak, yang memang sudah ada wujud dan keberadaannya secara jelas pada saat
penghibahan dilakukan. Di samping itu, status kepemilikan dari objek hibah juga harus jelas bahwa benar
benda yang akan dihibahkan merupakan milik si Pemberi Hibah. Fokus dari penelitian tesis ini adalah
mengenai prosedur hibah dengan objek harta warisan dan pertimbangan Majelis Hakim terkait klausula
kesepakatan dan causa yang halal yang menjadi dasar pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 yang
masing-masing tertanggal 5 Agustus 2019 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/PDT/2022.
Penelitian tesisini adalah penelitian hukum doktrinal yang dalam pengumpulan bahan-bahan hukumnya
dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tesis
ini menunjukan bahwa prosedur penghibahan atas sejumlah uang berdasarkan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6,
dan 7 sudah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat penghibahan sebagaimana diatur dalam ketentuan
KUHPerdata. Namun, permasal ahannya adalah objek dengan harta warisan dalam penghibahan tidak
memenuhi syarat sebagai objek hibah karena merupakan harta warisan yang masih menjadi perselisihan di
antara para ahli warisnya. Hibah memiliki kedudukan sebagai suatu perjanjian yang bersifat cuma-cuma dan
karenanya dalam pel aksanaan hibah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pertimbangan Majelis Hakim yang berfokus kepada tidak terpenuhinya
unsur kesepakatan dan causa yang hala tidak tepat jika dijadikan dasar atas pembatalan Akta Hibah Nomor
4,5, 6, dan 7. Dasar dari pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 adalah karena akta-akta hibah
tersebut menyimpangi pembagian para ahli waris yang seharusnya bersifat mengikat. Selain itu,
penghibahan juga dilakukan atas benda yang belum sepenuhnya menjadi hak milik dari Pemberi Hibah.

...... Gift agreement is categories as a unilateral agreement, which means that the obligation is only owned by
one party, namely the donor, while the donee only has the right, for example to receive the gift object. The
object in the gift agreement can be in form of movable or immovable, aslong as the status of the object is
clear and already exist at the time when the gift is made. Besides, the ownership status of the gift object
must also be clear that the object to be donated bel ongs to the donor. The focus of this research is on the
procedure of gifts with objects from inheritance and the considerations of the Panel of Judges regarding
agreement clauses and lawful causes which form the basis for canceling Deeds of Gifts Number 4, 5, 6, and
7, each of which is dated August 5, 2019 in the Supreme Court Decision Number 3013 K/PDT/2022. The
thesis research isdoctrinal legal research in which the collection of legal materialsis carried out through a
literature study with an analytical descriptive research typology. The results of the research shown that the
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procedure of gifts with an amount of money based on the Deed of Gifts Numbers 4, 5, 6, and 7 has been
carried out in accordance with the conditions of gift as stipulated in the provisions of the Indonesian Civil
Code. However, the problem is that the object of the gift does not meet the requirements as an object of gift
because it is an inheritance which is still a matter of dispute among the heirs. Gift has a position asan
agreement which is voluntarily (gratuitousness) and therefore in the implementation of the gift must meet
the legal requirements of an agreement regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the
considerations of the Panel of Judges which focused on the non-fulfillment of the elements of the agreement
and lawful causal were inappropriate as a basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7. The
basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7 was because the gift deeds deviate from the
division of heirs which should be binding. In addition, gifts are also made to objects that have not fully
become the property of the donor.



